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Menirnbang : a.

BLIPATI KATIIT{GAN'

bah'uva sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 55 Peratura.n

Daerah l(abupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan "fata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan,

perlu ditetapkan tr-rgas poktik dan lungsi Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan 'l ransrnigrasi Kabupaten Katingan;

bahrna berclasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksr"Ld pada

huruf a diatas, periu menetapkan Peraturan Bupati Katingan

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Katingan;

undang - LJndang Nomor 8 Tahun tr974 tentang Pokok - Pokok

Kepegarvaian setragai tnana telah di ubah dengan Llndang-Undan g

Nomor 43 Tahun i 999 tentang Perutrahan iJndang - UnCang

Pokok - Pokok Kepegarvaian llenrbaran Negara Republik

lndonesia Tahun i999 Nomor 169, T'ambahan Lembaran

Negara Nomor 3890).
undang - Lindang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Nfas, Kabupaten

Pulang Pisau, I(abupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito

Tirnur di wila-vah Provinsi Kalimantan Tengah (Lemtraran

Negara Republik Indonesia Tahun 2t)02 Nomor 18, Taurbahan

Lembaran Negara l.lomor 4180);

Undang - Undang Nomor i7 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negata Notror 4286),

Undang - Unclang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2aa4

Nomor 5. Tarnhahan Lembaratr Negara Nomor 4355),

Undang - Undang Noinor 10 Taliun 2004 tentang Pernbentukan

Peraturan Perundang - Undangan (Lernbaran I'Jegara RepLrblik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nornor 4389).
undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lernbaran l.legara Repiiblik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4437)"

sebagair-nana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8

Tahr-tn 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

N4engingat : 1.

1
J.

4.

5.

6.



Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 Entang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor a19$;

lCi. Peraturan Penrerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedornan Pembinaan d-an Pengarvasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarabahan

Lemharan Negara Nomor 4593 );
11. Peraturan Pen:erintah Republik Indcnesia Nomor -18 Tahun

20A7 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Frovinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara l{epubiik lncionesia

Tahun 2007 Nontor 82, Tainbahan Lernharan Negara Nomor
4737').

12. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nonror 4l Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
RepLiblik lndonesia'fahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

13. Peraturan L4enteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

l;1. Feraturan Daerah Kabupaten Katrngan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pernbagian Urusan Penrerintahan Yang Menjadi
Kervenaugan Pemeritrlah Kabupaten Katingan ( l,embaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nonror 5 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Keria Dinas Daerah Kabupaten

Katingan (l,emharan Daerah Kahupaten Katingan Nomor 5

Tahurn 2008);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BI]PATI TENTANG TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS SOSIAL, TEI{AGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KATINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Daiam Peraturan Bupati ini. yang dirnaksud dengan .

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintairan oleh Penrerintah Daeralr dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -

7.

9.

Menetapkan



a

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

penyelenggara Pemerintah Daerah;
Perangkat Daerah adalah Organisasi I Lembaga pada Pemerintah

Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
Bupati adalah Bupati Katingan;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Katingan;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Katingan;
Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam
jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai

dengan keahliannya;
Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat I.IPTD adalah

unsur pelaksana operasional Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmi grasi Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan

Bupati Katingan;

BAB II
PENETAPAN

Pasal2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan.

BAB Itr
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal3

Susunan Organisasi Dinas Sosial" Tenaga Keria, dan T'ransttigrasi

Kabupaten l(atingan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu)

Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 2(dua) Kepala Sub Bagian dan 9

(sembilan) Kepala Seksi dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahkan :

l) Sub Bagian Umum dan KePegawaian

2l Sub Bagian Keuangan

c. Bidang. terdiri dari
1. i(epala Bidang Keseiahteraan Sosial, membalvahkan :

1) Seksi Pemberda,r,aan Sosial
2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3) Seksi Bantuan Sosial dan .laminan Sosial

2. Kepala Bidang Ketenagakeriaan, membawahkan :

1 ) Seksi Perencanaan, Penempatan dan Perluasan Tenaga

Keqa
2) Seksi Pelatihan, Peningkatan Produktrvitas dan

Pemagangan Tenaga Keria
3) Seksi Pernbinaan dan Pengawasan "fenaga Kerja

4.

5.

6.

1

a

9.

10.



3. Kepala Bidang Ketransmigrasian, membarvahkan :

t ) Seksi Penyiapan Pernrul<iman dan Penempatan

2) Seksi Pemberdayssn lv'lasyarakat dan Fasilitas Perpindahan

3) Seksi Peningkatan Mutu dan Ketrarnpilan

d. Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Ltnit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB Iv
KEPAI.A DINAS

Pasal4

{i) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Keria, dan Transrnigrassi Kabupaten Katingan

merxpunyai tugas r"nelaksanakan Kervenangan desentralisasi dibidang dan tugas

Pembantuan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja, dan'l-ransmigrasi:

(2) Dalarn melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada a-vat (l), Kepala Dinas

menYelenggarakan fungsr :

a. Melaksanakan pembinaan umum dibidang Kesejahteraan Sosial, T'enaga

Kerya. dan Ketransmigrasian sesuai Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

b. Meiaksanakan pembinaan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial, Tenaga

Keria, dan l(etransmigrasian sesuai Peraturan Perundang-undangan yang

beiaku;

c. Melaksanakan pembrnaan operasional sesuai kebi-iaksanaan yang

ditetapkan oleh Bupati,

d. Merumuskan dan singkrcnisasi reflcana dan program pernhangunan

Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, datr Ketranstnigrasian atas dasar

keterpaduan, kebi j aksanaan Pemerintah Kabupaten Katingan ;

e. Mernbagi tugas dan rremberikan petunjuk kepada bawahan agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik;

f. Mengatur dan mengkoordtnasikan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Sosial" Tenaga Keria " dan

Transmigrasi Kahupaten Katingan agar sesuai dan saling mendukung daiara

melaksanakan tugasnya;

g Menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang di Iingkungan Dinas Sosial,

I'enaga Kerja , dan Transmigrasi Kabupaten Katingan berdasarkan hasil keria
yang dicapai sebagai bahan penetapan DP.3 dan peningkatan karier:

h. Mernberikan masukan, usul serta saran kepada Bupati Katingan baik dalam
pent'usunan kebijakan, pernecahan masalah maupun dalam rangka
pembinaan yang berkaitan dengan pembangunan Kesejahteraan Sosial,

Tenaga Ker3a, dan Ketransmigrasian ;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jarvaban

Bupati,

j Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk Bupati.



BAB V
SEKRETARIAT

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal5

Sekretariat, membawahkan .

1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6

( I ) Kepala Sekretariat mempunyai tugas niemberikan pelayanan adrninistrasi kepada

semua unsur Drnas Sosiai, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Katingan

meliputi Llrusan kepegalvaian, keuangan surat menYurat' perlengkapan' rumah

tangga dan pelaporan;

(2) Dalam melaksanakail rugas sebagairnana dimaksr.rd pada ayat (l), Sekretaris

menyslsnggarakan fungsi :

a. Menyusun dan merencanakan program serta langkah-langkah kegiatan sekre-

taris sebagai acuan pelaksanaan tugas,

b. Mengkoorclinasikan dan rnendistribr-rsikan tugas kepada sub bagian di

lingkungan Sekretariat sesuai bidang tugas nrasing-rnasing agar tugas dapat

dilaksanakan dengan bai k,

c. lrlernberikan petunjtrk kepada para Sub Bagian di iingkungan Sekretariat baik
tertulis maupun iisan agar tugas dapat diiaksanakan sesuai dengan

Perundan g-undan gan yan g berl aku;

d. Mengoreksi dan mencermati hasil keria para Sub l3agian di lingkungan

Sekretariat sesuai dengari petun;uk dan ketentuan yang berlaku agar tidak
teryadi kesalahan atau kekeliruan ;

e. Mengevaiuasi dan nreniiai hasil kerja para Kepala Sub Bagian di lingkungan

Sekretariat, berdasarkan hasil kegiatan -vang drcapai sebagai bahan

pembuatan Dallar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP.3), dan penlngkatan

karier;

f Menyelenggarakan adn-rinistrasi kepegarvaian dan rtenyiapkan trahan-bahan

clalarn menetapkan kebilakan, pengolahan data pegarvai di lingkungan Dinas

Sosial" Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Katingan berdasarkan

Peraturan Perunciang-undangan yang berlaku serta rnengadakan koordinasi

dengan Badan Kepegau,aian Daerah Kabr.rpaten Katingan uniuk kelancaran

pelaksanaan tugas :

g .lVlenvelenggarakan administrasi keuangan , perencanaan anggaran dan

penyiapan dana serta pertanggung iawahan keuangan berdasarkan ketentuan
dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta n-rengadakan

koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Katingan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Menyelenggarakan administrasr perlengkapan, inventaris dan pemeliharaan

barang, berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang ber-



laku ser-ta rnelakukan koordinasi dengan bagian umum dan perlengkapan

Sekretaris Daerah kabupaten Katingan untuk kelancaran pelaksanaan tuga-s;

r. Menyelenggarakar, urusan surat menyurat, rumah tangga, protokol,

keainanan dan urusan lainnya yang trelum diuraikan pada biclang ini;

i Melaporkan sem$a pelaksanaan tugas dan kegiatan Sek-retariat kepada

Kepala Dinas baik secara lisan lnaupult tertulis Cisertai saran dan

pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk Ie'oih laniut:

k. N4eny.usun infbrmasi dan laporan Bagian Sekretariat sebagai pertanggung
jarvaban kepada Kepaia Dinas;

1 iVlelakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian limum elan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegarvaian mempunyai tugas melakukan

rusan Kepegawaian, Surat menyurat, Hubungan Masyarakat , Protokol dan

Rurnah 'fangga serta Intbrrnasi,

(2) Daiam meiaksanakan tugas sebagainTana dimaksud pada a;rat (1), Kepala Suh

Bagian Umum dan I(epegawaian rnenyelenggarakan fungsi:

a. fuIenrahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan iain yang diperiu-
kan untuk pedoman melaksanakan tugas;

h. Menyusun Program kerla Sub Bagian Umum dan Kepegar.vaian sebagai

pedoman melaksanakan tugas;

c. Membagi dan mendistribusikan tugas, serta inemberi petuniuk kepada

bawahan ( staf ) di lingkungan Sub Bagian Umuni dan Kepegarvaian sesuai

bidang tugasnya masing-nrasing agar sefilua tugas terbagi habis, serta dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta Perundang-undangan yang

berlaku.

d. Ivlemeriksa dan mengoreksi naskah hasil kerja barvahan di iingkungan Sub

Bagian Umum dan Kepegarvaian untuk menghindari dari
kesaiahan/kekel iruan.

e. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis untuk

mendapatkan petunjuk lebih laniut:

t. Melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerla terkait untuk kelancaran

pelaksanaan turgas ;

g. Mernberikan penilaian pelaksanaan pekeriaan kepada ba'ivahan di lingkungan

Sub Bagian Umum dan Kepegarvaian;

h. Mengadakan evaluasi terhadap tugas dan kegiatan di lingkungan Sub

Bagian Uurum dan Kepegarvaian sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan

tugas berikutnya;

i. Melaksanakan tugas lain irang diberikan prmpinan sesuai bidang tugas;



7^

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal tl

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan Perencanaan

Keuangan.

(2) Dalam rneiaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (l), Kepala Sub

Bagian Keuangan rnenyelenggarakan fungsi :

a. lv{ernaharni Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang diperlu-
kan untuk menuttiang pelaksanaan tugas,

b. Mettyusun Ptogram keria Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman

meiaksanakan tugas,

c. Membagi dan niendistnbusikan tugas, serta inemberi petunluk kepada

barvahan dilingi..ungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasn','A

masing-masing agar semua tugas teri:agi habis, serta dapat dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan serta Perundang-undangan yang berlaku;

cl. Menyusun rencana anggaran belanja rutin dan Penrbangunan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan dalanr bentuk DPA dan berkoordinasi
dengan para Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BagianiBidang di lingkunga:r

Dinas Sosial, Tenaga Keria, rian Transmigrasi I(abupaten Katingan,

e. Mengkoordinir penyiapan dana untuk kegiatan Rutin dan Pembangunan;

f. Membuat dan memeriksa konsep surat menyurat yang berhubungan dengan

administrasi keuangan:

g. Meiakukan koordinasi dengan instansi/uirit kerja lain untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

h. Mengkocrdinasikan pernbuatan laporan keuangan;

i. Melakukan Verifikasi surat pertanggung jarvaban baik anggaran n"rtirt

maupun pembangunan sehelum disanrpaikan ke Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Katingan;

J Mengadakan evaluasi terhadap tugas dan kegratan di lingkungan Sub Bagian

Keuangan sebagai bahan untuk nrembuat dan menyanrpaikan aporan , saran

cian perlrrnbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk mendapat

petunjuk iebih laniut 
"

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang

tugas.

BAR YI
BIDANG KESE"TAHTERAAN SOSIA L

Bagian Pertama
Susunan Org*nisasi

Pasal9

Bidang Keseiahteraan Sosial, membawahkan :

i. Seksi Pemberda-vaan Sosial;
2. Seksi Pela-vanan dan Rehabilitasi Sosial;
3. Seksi Bantuan Sosial dan.iaminan Sosial.



Bagian Kedua
Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

dan pengendalian pelaksanaan Keselahteraan Sosial serla Koordinasi pelavanan

hantuan sosial , janrinan sosial dan peningkatan mutu pemberdayaan Sosiai ,

rnengkoordinasikan program kegiatan bidang bidang sebagai bahan perencanaan

kegiatan Dinas Sosiai, Tenaga l(erja, dan Transmigrasi Kaburpaten Katingan,

(2) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), Kepala Bidang

Kesei ahteraan Sosi al menyel en ggarakan fun gsi :

a. IV1en\,usun dan merencanakan program sefta langkah-langkah kegiatan

Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai acuan pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada Seksi di lingkungan

Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai bidang tugas masing-masing agar tugas

dapat dilaksanakan dengan baik,

c. hrlemberikan petuqjuk kepada para Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Kesejahteraan Sosial baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat

dilaksanakan sesuai dengan Perr:ndang-undangan 3'ang berlaku;

cl. Mengoreksi dan mencerrnati hasii keqa para Seksi di iingkungan tsidang

Kesejahteraan Sosial , sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang beriaku
agar tidak terladi kesalahan ataur kekeliruan;

e. N{engevaluasi dan menilai hasil kelia para Kepala Seksi di lingkungan
Bidang Kesejahteraan Sosial, berdasarkan hasil kegiatan yalig dicapai

sebagai bahan pembuatan Datlar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3),

dan peningkatan karier ;

f . Menyelenggarakan jangkauan keseiahteraan sosial terutanra kepada

kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;

g Mengkoordinasikan penyusunan laporan bulanan, trirvulan dan

tahunanil-AKlP Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten

Katingan yang hersurnber dari data laporan para Bidang, Sekretariat ;

h. Melaporkan semua pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Keseiahteraan
Sosial kepada Kepala Dinas baik secara lisan rnaupun tertulis diser-tai saran

dan pertirnbangan untuk nrendapatkan petuniuk lebih lanjut:

i. Menyusun inforrnasi dan laporan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai

pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas;

j N{elakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial

Pasal 1l

{1) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan perencanaan
pembinaan dan pengenrbangan serta penga\.asan penyelenggaraan pelayanan
Pemberdayaan Sosiai;



d. Melaksanakan dan rehabilitasi anak nakal dan korban penyalah gunaan obat

dan Napza;

e. Melaksanakan rencana ilrogram dan pembinaan Kesejahteraan Lanlut Usia:

f. h,{elaksanakan pemhinaan niiai-nilai kepeloporan , keperinlisan dan

cI

h.

i.

j.

kepairlawanan;

M elak sanakan pernbi n aan kesej a.hteraan sosial anak teriantar;

Melakukan pelayanan dan rehairilitasi Tuna Sasiai;

Mengumpr-rlkan dan mengelolah bahan pembinaan, pengawasan.

perkembingan pelaksanaan program seksi Pelayanan dan R.ehabilitasi Sosiai;

Menyusun data dan laporan tahunan seksi Pela'yanan dan Rehatrilitasi Sosial

untuk pelaksanaan berikutnYa,

k. Melaksanakan tugas iarn yang diberikan pirnpinan sesuai dengan bidang

tugas.

Bagian Kelima
Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Jarninan Sosial

Pasal 13

{l) Kepala Seksi Bantuan Sosiai dan Jaminan Sosiai fi}empun,vai tugas rnelakukatr

mengumpulkan. mengelola dan nrenganalisa serta menyajikan data-data yang

mendukung seksi l3antuan Sosial dan.laminan Sosiai

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepaia Seksi

Bantuan Sosial dan .laminan Sosial trenyelenggarakan tungsi'

a. Mernahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan iain 1,ang diper-

lukan untuk pedonran inelaksanakan tugas;

b. Menyusun program kerla Seksi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosiai dan

penlruslinan pro gram sebagai pedornan melaksanakan tugas,

c. Melaksanaan pembinaan , pengendalian , pengenrbangan pela,vanan

bantuan sosial rnasyarakat;

d. Menyusun program ker.ia Pela,vanan dan Iiehabilitasi Sosial Korhan

Bencana,

e. Membagi dan rtendistribusikan tugas. serta memberikan petunjuk kepada

bawahan diiingkungan seksi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial dalanr

penyusunan program sesuai bidang tugasnya masing-masing agar semua

tugas terbagi habis, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serla

perundan g-ttndangan yan 
-u 

berl aku;

f. Melaksanakan pengurnpulan , pengolahan data dan pernetaan daerah ra\\'an

tlencana;

g Melaksanakan pengelolaan peralatan penanggulangan korban bencana ;

h. Melaksanakan Rutl-er Stock penanggulangan korhan bencana dan kesiap-

siagaan penanggulangan korban bencana serta meinpersiapkan pengeiolaan

dapur umum,



j

1.

k.

I.

N4elaksanakan pelatihan. bimiringan teknis bagi rnasyarakat dalan mengha-

dapi tlencana, sefia meningkatkan kemanrpuan Taruna Siaga Bencana (TA-

GANA);

Mengumpulkan dan rnengelc'lah bahan pembinaan, pengawasan,

perkJ,nbangan peiaksanaan program .Taminan Sosial sebagai pedoman

standar kerja:

N,Ienyu5un data ,Jan laporan tahunan seksi Bantuan Sosial dan.iaminan Sosial

untuk pelaksanaan berikutnYa;

h.{elaksanakan tugas lain ysng diberikan pimpinail sesuai dengan bidang tu-

gas.

BAB YII
BIDANG KETENAGAKERJAAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 14

Brdang Ketenagake riaan, membawahkan :

1. Seksi Perencanaan, Penempatan, dan Perluasan Tenaga Kerja;

2. Seksi Pelatihan, Peningkatan Produktivitas dan Pemagangan Tenaga Kerja;

3, Seksi ,Dembtnaan clan Pengar,vasan Tena.ga Ke{a.

Bagian Kedua
Kepala Bidang Ketenagakeriaan

Pasal t5

( 1 ) Kepaia tsidang Ketenagaker-iaan lxelnpunvai tugas meiaksanakan' ' 
menyelengarakan koordinasi usaha peningkatan ketenagaan dan menrbina

,..oiu teknis pelaksanaan upaya produktivrtas dan perencanaan tenaga keria

daerah;

(2) Dalam nrelaksanakan tngas sebagainrana dimaksr-rd pada ayat { I ), Kepaia Bidang

Ketenagakeriaan menl,elenggarakan fungsi :

a. Menygsun dan merencanakan program sefta ia.ngkah-iangkah kegiatan

bidang ketenagakeriaan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan dan mendistribrisikan tugas kepada seksi di lingkungan

bidarig ketenagakerlaan " biclang tugas masing-rnasing agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik;

c. Men:rberikan petgnjuk kepada para kepala seksi di biciang ketenagakerjaan ,

baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan

perundang-undangan Yang berl aku;

d. Mengoreksi dan mencermati hasil kerla para seksi di lingkungan bidang

ketenagakerjaan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar

tidak teriadi kesalahan atau kekelin"ran,

e. Mengevalgasi dan inenilai hasil kerja para kepaia seksi di lingkungan

bidang ketenagakerjaan, lrerdasarkan hasii kegiatan yan-t{ dicapai sebagai ba-

han pembuatan Daflar Peniiaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ), dan

peningkatan karier,



f. Menyelengarakan pembinaan dan evaluasi peiaksanaan program kegiatan ke-

tenagake{aan;

g N{engkoordinasikan dengan instansi terkait dalarn upaya peningkatan

ketenagakeqi aan didaerah;

h. Menvelengarakan supen'isi bimbingan teknis pelaksanaan ketenagakeryaan;

i. Mengkoordinasikan pen.vusunan laporan bulanan, trirvulan dan

tahunan/LAKIP Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabr.lpaten

Katingan yang bersunrber dari data iaporan para Ridang, sekretariat ;

j Melakukan tugas lain yang ditrerikan oieh kepala dinas.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Perencanaan, Penempatan" dan Perluasan Tenaga Kerja

Pasal 16

(1) Kepala seksi Perencanaan, Penempatan, datt Periuasan Tenaga Kerja

,r"irrp.rnyai tugas melakukan perencanaan, pernbinaan dan pengernbangan

serta pengawasan penyelenggataan, kegiatan penempatan dan penyaiuran

tenaga keria;

(2) Dalarn melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada a-vat (1), Kepala seksi

Peretrcanaan, Penempatan, dan Perluasan Tenaga Keria menyelenggarakan

tungsi .

a. Mernahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang

diperlukan untuk pedoman melaksanakan tugas;

b. fulenyusun progral"n kerja seksi Perencanaan, Penempatan, dan Perluasan

Tenaga Ker.1a sebagai pedoman inelaksanakan tugas;

c. Membagi dan mendistribusil<an tugas, serta nremberikan petunjuk kepada

bawahan di lingkungan seksi Perencanaan, Penempatan, dan Perlrtasan

Tenaga Kerja sesuai bidang tugasnya nrasing-utasing agar semua tugas

terbagi habis,serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta

perundang-undangan Yang berlaku;

d. Melaksanakan pengendalian pernberian ijin pendirian Lembaga Pengerah

Tenaga Kerla Stvasta, SPF Akad, Bursa Kerja dan Lembaga Penyuluh

Bimbingan Jabatan:

e. Menyiapkan bahan penerbitan pengesahan perpanjangan RPTKA ,

perparrjangan rtin mernperkerjakan tenaga kerya asing (IMTA) Iintas

kabupateru'kota, dan pelaksanaan pembinaan peilempatan tenaga kerja

pemuda, rvanita, pen},andang cacat dan lanjut utsia;

f. Melaksanakan perencanaan

bi'trhingan teknis lragi tenaga
(TKSi;

g. Menyelenggarakan penciptaan
penentpatan ker.ia:

, perumusan pedoman penyuluhan,
kerja inancliri dan tenaga kerja sukarela

kesempatan kerja, perluasan keria dan

h. N4elakukan koordinasi dengan instansiiunit keria terkait untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;



t-

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan hidang

tugas.

Bagian KeemPat
Kepala Seksi Pelatihan, Peningkatan Produktivitas dan

Pemagangan Tenaga Kerja

Pasal 17

(t) Kepala Seksi Pelatihan, Peningkatan Produktivitas, dan Pernagangan Tenaga

Kerja mempunyai tugas nreiakukan pernbinaan pelatihan kerja, rnenyusun

standarisasi, sertifikasi dan pemagangan didalam dan luar negeri '

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (l), Kepala Seksi

Pelatihan, Peningkatan Produktivitas, dan Pemagangan Tenaga Keria menye-

lenggarakan fungsi:

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang diper-

lukan untuk pedoman meiaksanakan tugas;

b. Menirusun program kerja seksi Pelatihan. Peningkatan Produktivitas, dan

Pemagangan Tenaga Kerfa sebagai pedoman melaksanakan tugas;

c. Membagi dan mendistribusikan tugas, serta menrberikan petr"rnjuk kepada

barvahan di lingkungan seksi Peiatrhan, Peningkatan Produktivitas, dan

Pernagangan Tenaga Ke{a bidang tugasnya masing-masing agar Semua

tugas terbagi hahis,serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

serta perundang-undangan yang berlaku;

d. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga

kerja;

e. Meiaksanakan kocirdinasi iintas sector daianr penrbinaan dan bimbingan
kelembagaan peiatihan;

f. lvfengelola data infbrmasi untuk penyusunan data kelembagaan instruktur

tenaga pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja;

g Meiaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang
tugas.

Bagian Kelima
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawilsan Tenaga Kerja

Pasal 18

( 1) Kepaia seksi Pernbinaan dan Pengalryasan Tenaga Kerja mempunyai tugas

rirelakukan pengarvasan tenaga kerja rneliputi norma keria, dan perlindungan

tenaga kerja serta persyaratan kerya;

(2') Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja menl'elenggarakan fungsi:

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang diper-

lukan untuk pedonran rnelaksanakan tugas;

b. ivlenyusun program kerja seksi Pembinaan dan Penga\vasan Tenaga Keqia

sehagai pedoman rnelaksanakan tugas;



Mernbagi dan mendistribusikan tugas, serta memberikan petunjuk kepada
bawahan di lingkungan seksi Pembinaan dan Pengar.vasan Tenaga Kerja se-

suai bidang tugasnya rnasins-inasing agar semua tugas terbagi habis, serta
dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta perundang-undaltgan yang
berlaku:

Menyelenggarakan pela-vanan pembinaan hubungan industrial dan

kesejahteraan pekerja dalarn penetapan upalr rninimuin (UVIP);

e. Menyelenggarakan penyulultan " sosialisasi dan

Perundang-undan gan ketenagake{ aan,

advokasi mengenai

lvielakukan kocrdinasi dengan instansi/unit kella terkait untLrk kelancaran

pelaksanaan tugas;

N{eiaksanakan tugas lain yang diberikan pirnpinan sesuai dengan bidang
trigas.

BAB YIII
BII}ANG KETRANSMIGRASIAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal l9

Bidang Ketransmigrasian, menibarvahkan .

L Seksi Penyiapan Fermukiman dan Penernpatan,
2. Seksi Peniberda;raan Masyarakat dan F'asilitas Perpindahan,
3. Seksi Penrngkatan Mutu dan Iietrarnpilan.

Bagian Kedua
Kepala Bidang Ketransm igrasian

Pasal 20

( I ) Kepala Bidang Ketransnrigrasian rnelrpun\rai tugas menyelengarakan
pembinaan, dan rnengadakan keryasarna dan kasultasi dengan instansi terkait
seh ub un gan clen gan pen 

--ve 
I en g g ar aan ketran sm i gras i an ;

(2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dinraksud pada ayat ( l), Kepala seksi

Pembinaan dan Fenganasan Tenaga Keria menyelenggarakan t'ungsi:

a. Menr,r.rsun dan taerencanakan program sera langkah-langkah kegiatan
bidang ketransmigrasian sebagai acuan pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan dan mendistrilrusikan tugas kepada seksi di lingkungan
bidang ketransrnigrasian sesuai bidang tugas masing-rnasrng agar tugas
dapat diiaksanakan dengan baik;

c. Memberikan petunjuk kepada paru seksi di lingkungan bidang
ketransmigrasian haik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan
sesuai perundang-undangan yang berlaku;

d. N{engoreksi dan mencermati hasil kerja para seksi di lingkungan bidang
ketransmigrasian , sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar
tidak teriadi kesaiahan atau kekeiiruan;

e. Menger.aluasi dan menilai hasil kerla para kepala seksi di lingkungan
bidang ketransrnigrasian, berdasarkan hasil kegiatan yang dicapai sebagai

d.



irahan pembuatan Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), dan pen-

ingkatan karier:

f. Menyelengarakan pembinaan hidang ketransmigrasian di unit organisasi

UPT;

g Melapcrkan semua pelaksanaan tugas dan kegiatan.bidang ketransrnigrasianp' 
kepada kepala dinas baik secara lisan niaupun tertulis disertai saran dan per-

timi;angan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut;

h.Meiakukantugasdinaslain-vangdiberikanaiehkepaladinas.

i. Mengkoordinasikan pen}1rsunan laporan t"rulanan, triwulan dan

tahunan/LAKIP Dinas "Sosial, Tenaga ker1a, dan Transnrigrasi Kabupaten

I(atingan irang bersumber dari data liporan para Bidang. Sekretariat ;

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Penyiapnn Permukiman dan Penempatan

Pasal 21

(i)KepalaSeksiPenyiapanPerrnukirrra"dllPenempatanmetnpun)raitugas
melakukan Penviapan pelaksanaan pen'r'ediaanipengurusan pencadangan areal

dan pelePasan karvasan hutan;

(2) Dalani meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksuri pada ayat i1)' Kepala Seksi

Penyi apan llermuki rn an dun Penetrlpatan menyelen g garakan fun gsi :

a. I\u{emahami Perattlran perundang-undangan clan ketentuan lain yang di perlu-

kan untuk pedoman melaksanakan tugas;

b. Nleny-iapkan trahan pengukuran batas keliling dan pengaplingan lahan

tronrrigrusi, serta titran penyeleksian status tanah dan 'qertitikat lahan

permukiman transmigrasi seni usulan program calon lokasi berpedornan

paila penetapan tata ruang kabupaten ;

c. Membagi dan mendistribusikan tugas, serta memberikan petunluk kepada

bawahan a, iinjr.rngan seksi Fenyiapan Permukiman dan Penempatan sesuai

bidang tugasny"a ma-sing-nrasing igir seffrua tugas terbagi habis' serta dapat

diiaksanakan sesuai,l.ngun ketentuan serta perundang-undangan yang

beriaku,

d. Memeriksa d*n mengnreksi naskah hasil ker-ia trawahan di lingkunga'n seksi

penyiapan pennukiman dan penempatan untuk menghindari dari

kesal ahan/kekei iruan ;

e. Menyiapkan peiioman sarana dan prasarana perencanaan teknis permukitnan'

perencanaan dan pembangunan perurnahan dan permukiman di kawasan

i'ransmigrasi seria petlga\irasan dan pen5rsdi6t' prasarana dan sa{ana

permukiman;

t. Meiakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana di

p'rermuki man tran srni grasi ;

g Menyrapkan pengeiolaan masalah lingkungan, spesifikasi teknis lahan dan

drainase, bangtinan tasilitas umum dan sarana air bersih serta

pen,eliharaannya dan menyusun petunjuk teknis im'entaris, identiiikasi

potensi ka-lvasan 1 ingkungan ;



I.
h. Melaksanakan tugas lain yang ditrerikan pirnpinan sesuai dengan bidang tu-

gas.

R*gian Keempat
Kepala Seksi Pemberdaayaan Masyarakat dan Fasilitas Perpindahan

Pasal 22

(1) Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Fasilitas Perpindahan mempunl,ai
tugas melakukan penyiapan bahan pedoman binibingan pembinaan ekonoriti .

sosial dan buda,va, dan perselraran penduduk serta pengawasan Teknis

(2) Dalam nrelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala seksi

Pemberdayaan Mas,varakat dan Fasiiitas Perpindahan menyelenggarakan fungsi:

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang
diperlukan untuk pedoman rnelaksanakan tugas;

ir. \4enyiapkan bahan pedoman, pembinaan petunjuk teknis, koorCinasi dan
jadwal indentifikasi penyebaran serta rnobilitas penduduk , iuklak angkut
darat, sungai, permakanan selama dalarn perjalanan dan penampungan di
transito;

c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; angkutan transmigran, barang
balaan, pernberian pemakanan , serta SK Siap'ferima Penempatan (STP),
jadrvatr STP;

d. Memberikan penvuluhan" penrbentukan, pembinaan kelompok tani, KUD,
"I'PK desa , dan pengembangan usaha skonomi pedesaan pertanian maupun
non pertanian;

e. Melakukan pernbinaan sosial budaya, dan kemas,v-arakatan, kesehatan serta
kesetiakawanan sosial :

f. Menvusnn mendata potensi hasil pertanian secara menyeluruh , serta
pengguilaan jasa industri.

g. Melakukan koordinasi dengarr instansirunit kena terkait untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Bagian Kelima
Kepala Seksi Feningkatan Mutu Ketrampilan dan kemandirian

Pasal 23

(1) Kepala seksi Peningkatan Mutu Ketranrpiian dan kenrandirian mempunvai tugas
rnelakukan pembinaan koordinasi penyelenggaraan motivasi dan peningkatan
mutu ketrarnpilan daiam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;

(2) Daiam riielaksanakan iugas sehagaimana dimaksud pa,3a ayat {1}, Kepaia seksi
Feningkatan Mutu Ketrarnpi lan dan kemandirian menvelenggarakan tungsi :

a. Menraharni peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain _yailg
drperlr"rkan untuk pedornan n'ielaksanakan tugas;

b. Menl,usun perencanaan program pelatihan , binrtek , penyuluhan sesuai
dengan kebutuhan LiPT untuk pengembangan sumber daya manusia para

transniigran;



;
c. Menyiapkan kerangka acuan pelatihan, jadrval, kurikulum pelatihan dan

koordinisi kelrutr-rhan nara suniber r tenaga pengajar, panitia. peserta

pelatihan"

Melaksanakan pelatrhan formal dan non formal / ketrampilan;

Melakukan evaiuasi dan psisp6ran pelaksanaan pelatihan:

fu,lelaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan ,vang

ditetapkan;

BAB D(
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

(1) Keiompok .iabatan irungsional, tercliri dari sejrmlah tenaga dalam jenjang

.labatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannYa.

(2) Keiornpok.labatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (l), dipimpin

oleh seorang tenaga f'ungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jarvah

kepada FrePaia Dinas,

(3) .lurnlah .tabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan

berdasarkan kebutr-rhan dan heban keria; dan

(4) .ienis Jabatap Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan

sesuai {engan ketentuatt peraturan Perundang-undangan yang beriaku'

BAB X
TATA KERJA

Pasal 25

( l) Kepala Dinas Sosiai, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi melaksanakan tugas selaiu

menerapkan prinsif koordinasi, integrasi. sinkronisasi dan mengkoordinasi

harvahannya masing-masrng serta menrberikan bimbingan dan petunjuk untuk

kelancaran peiaksanaan tugas.

(2) para pelaksana Dinas Sosral, T'enaga Ker-ia, dan fransmigrasi melaksanakan

tugasnya selalu berpedoman pada peratu-ran perunclang-undangan yang berlaku

serta birnbingan dan petunjuk atasan.

BAB XI
KETENTTIAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan herlakun-va Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Katingan Notlor
239 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan

Parirvisata Kabupaten Katingan. Keputusan Bupati Katingan tentang Uraian Tugas

di Lingkungan Badan Kependr-rdukan- Transmigrasi dan Keluarga Berencana

Kabupaten Katingan serta Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas di Lingkungan

Dinai Sosial dan Pemberdayaan Mas-varakat f)esa Kabupaten Katingan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

d



i

tasal2T

Peraturan Bupati inr nrulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

P A$1,& $: Ditetapkan di Kasongan
padatanggal, { Maret 2009

BUPATI TATINGAN,
0
t_F' n ir.\ -a ;1

tll"l;,'-";

DT]WEL RAWII\G

pada tanggal, eS Maret 2009

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPAlflJcarnucAN,

t'Vt 1//
MARJASTH. JrMAr

BERTTA DAERAtr KABUPATEN KATINGAN TAHfIN 2OO9 NOMOR...
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